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a.

1.

-TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 181 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi
diterima,; :

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor $ Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777),



24,

25

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor
7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2018 Nomor 3);
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33.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6};

34.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor S5 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan
nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota,;

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan
Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar
Rp6.474.096.774.314,00 bertambah sebesar Rp338.483.183.372,00 schingga
menjadi Rp6.812.579.957.686,00, dengan rincian sebagai berikut :



a. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp5.603.407.169.569,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp152.522.158.100,00
Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp5.755.929.327.669,00
b. Belanja Daerah

1. Semula Rp6.467.181.875.649,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp338.483.1

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp6.805.665.059.021,00

c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan pembiayaan
a) Semula Rp870.689.604.745,00
b) Bertambah/{berkurang)Rp185.961.025.272.00
Jumlah penerimaan pembiayaan
Setelah perubahan Rp1.056.650.630.017,00
2. Pengeluaran pembiayaan
a) Semula Rp6.914.898.665,00
b) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp6.914.898.665,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rpl.049.735.731.352,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan RpO

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp 2.515.610.982.558,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(139.771.871.743,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp2.375.839.110.815,00
b. Pendapatan Transfer
1. Semula Rp3.087.796.187.011,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp292.294.029.843,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp3.380.090.216.854,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
a. Pajak Daerah;
1. Semula Rp2.065.328.229,205,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(85.483.042.719,00)
Jumlah pajak daerah

Setelah perubahan Rp1.979.845.186.486,00
b. Retribusi Daerah;
1. Semula Rpl137.527.106.600,00

2. Bertambah/(berkurang} Rp(16.951.000.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp120.576.106.600,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. Semula Rp20.315.323.402,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp2.162.170.976,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah setelah perubahan Rp22.477.494.378,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. Semula Rp292.440.323.351,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp(39.500.000.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp252.940.323.351,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp2.356.085.515.300,00

2. Bertambah Rp27.986.862.161,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp2.384.072.377.461,00
b. Pendapatan Transfer antar daerah

1. Semula Rp731.710.671.711,00

2. Bertambah Rp264.307.167.682,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahanRp996.017.839.393,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja Operasi

1. Semula Rp4.785.583.749.879,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp424.682.038.679,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp5.210.265.788.558,00
b. Belanja Modal

1. Semula Rp829.001.973.770,00

2. Bertambah/(berkurang} Rp(9.715.353.122,00)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp819.286.620.648,00

c. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp100.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(66.240.098.185,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp33.759.901.815,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp752.596.152.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(10.243.404.000,00)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp742.352.748.000,00
Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. Belanja pegawai
1. Semula Rp2.356.073.916.451,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(70.610.967.086,00)

Jumlah belanja pegawai
Setelah perubahan Rp2.285.462.949.,365,00
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b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp2.256.296.347.908,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp426.321.151.265,00
Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp2.682.617.499.173,00
c. Belanja Hibah

1. Semula Rpl21.145.485.520,00

2. Bertambah/(berkurang} Rp57.163.654.500,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp178.309.140.020,00
d. Belanja Bantuan sosial

1. Semula Rp52.068.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rpl11.808.200.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp63.876.200.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rpl141.432.021.679,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(63.344.512.474,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan  Rp78.087.509.205,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rpl184.971.186.221,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp44.103.314.667,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp229.074.500.888,00
¢. Belanja modal gedung dan bangunan
1. Semula Rp277.659.605.066,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (5.161.216.449,00)

Jumlah belanja modal gedung

dan bangunan setelah perubahan Rp272.498.388.617,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. Semula Rpl178.486.307.654,00

2. Bertambah/{berkurang) Rpl12.324.711.134,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan Rp190.811.018.788,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. Semula Rp46.302.853.150,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp2.293.500.000,00

Jumlah belanja asset tetap lainnya

setelah perubahan Rp48.596.353.150,00
f. Belanja modal aset lainnya

1. Semula Rp150.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp68.850.000,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp218.850.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf c, terdiri
atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. Semula Rp100.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(66.240.098.185,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp33.759.901.815,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ huruf d, terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp220.285.534.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(10.243.404.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp210.042.130.000,00



b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp 532.310.618.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp532.310.618.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp870.689.604.745,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp185.961.025.272,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp1.056.650.630.017,00
b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp6.914.898.665,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp6.914.898.665,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1. Semula Rp870.689.604.745,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp185.961.025.272,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rpl1.056.650.630.017,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri
atas:
a. Penyertaan modal daerah
1. Semula Rp6.914.898.665,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah penyertaan modal daerah
Setelah perubahan Rp6.914.898.665,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1.

2.

3.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Lampiran |
Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
beserta Target dan Indikator;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya,
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
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Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI BEKASI

t.t.d

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Bekasi
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

'(D&Wq SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS], -

'f DY S
LEMBA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
(NOMOR 7/210/2022)
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